
BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPUI"AUAN RTAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR LO TAHUN 2OL9

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2OO7 TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PULAU KERDAU KECAMATAN SUBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin administrasi kewilayahan,

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap

luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis

dan aspek yuridis di Kecamatan Serasan, Serasan Timur

dan Subi dilaksanakan kegiatan Penghitungan dan

Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 2OL6;

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan

Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun

2016 di Desa Pulau Kerdau terdapat perbedaan Luas

Wilayah dengan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah

Nomor 23 Tahun 2OAT tentang Pembentukan Desa

Rrlau Kerdau Kecamatan Subi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

b.

c.
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iviengingat :

2.

t.

Daerah Nomor 23 Tahun 2AA7 Tentang Fembentukan

Desa Pulau Kerdau Kecamatan Subi;

Pasai i8 ayat (6) Undang-Undang Dasar iriegara Repubiik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 7999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Huiu, Kabupaten Rokan Hiiir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran irlegara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3902l.

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 7999 ientang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor lO7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik hrdonesia Tahun 2OO3 Nomor 1 1 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a2371;

Undang-Unciang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran

Np$arfl Repuhlik hdqnesiA i{og1or a1fi8);

3.

4.
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5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Afi tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia

Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara nepuiltit
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor L23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322l.;

8.

9.
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Feraiuran ivienieri Daiam i'iegeri Nomor i3 Tahun 2A06

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana teiah diu'oah'oe'oerapakaii terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL

tentang Peru'oahan Kedua Atas Peraturan iVlenteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengeioiaan Keuangan Daerah (Berita iriegara Repubiik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O);

t a? 
^ - 

h Irerailtran Nlenterl Lraram r\egen Nomor +J lanun zuro

tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Beriia iriegara Repubiik incionesia Tahun 2Ai6 iriomor

1038);

n - lr -r-,,: I\ t rr- -,--,: rr---- -,- 1 L-1---,- 6d1-reraLurarr rvrcrrLerr lJararrr r\cgcrr l\urrruf r Lairurr zv L I

tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik
r,-l_-___:_ m-1_---- an I _-- lrrl-lllu0llesla Iaflull zuL I ll()lflor rJJr;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun

2AAT tentang Fembentukan Desa Fuiau Kerdau

Kecamatan Subi (Lembaran Daerah Kabupaten natuna
d 1  nnt It rntlanun zwt 1\0mor ryr;

Dengan Persetujuan Bersama

rnitn'
L'I1/ W AI\ TEI( W,fIIIIL/\I\ t(AI1. I f T IJfI-t'I(f\H t\.At' U TA I Il,N I\,f{ I U I\f\

dan

BUPATT NATUNA

l rrl aT Tmr ToTT A lT-
M-E Mt-/ I uDll-tl.l\:

iviengtapkan : PERATURAN DAERAH I(ABUPATEI\i i\iATUi\iA TEI{TANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN
iiY- m6tTmArTA nnl ,Drtrmrrrzirr nr-A nTTT ArT rznnnarrzvu t I r/rr l,t1,t\Lr rElvrt lllr I ull,.fl.l\ lJI]/Dfl. rULfIU l\l]/t(Lrftr._,

KECAMATAN SUBI.

lu.

I I.

LZ.

13.
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Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna

Nomor 23 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Desa Pulau

Kerdau Kecamatan Subi (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna

Tahun 2OO7 Nomor 23), diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

Desa Pulau Kerdau terbentuk dari Pemekaran Desa Pulau

Panjang Kecamatan Subi atas prakarsa masyarakat

dengan memperhatikan asal usul desa sesuai dengan

kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Luas wilayah Desa Pulau Kerdau adalah + 212,205 Ha

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Laut China Selatan;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Laut China Selatan;

- Sebelah Barat berbatas dengan Laut China Selatan;

- Sebelah Timur berbatas dengan Laut China Selatan.

Peta Wilayah Eesa hrlau Kerdau sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan ini.

Pasal II

Perntpfp1l Hepffth {r+i Fnflnlru sejak ta+ssal f,iundnngkan.

(u

(21

(3)



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Irmbaran Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 3L Drs,NlfiQr wtg

,*e

1Diundangkan di Ranai

pada tanggal A DeleJl.eer %!g

YdSffiErAzus DAERAH/'
KABUPATEN NATUNA, I

I

LEMBARAN DAERAH

NOMOR REGISTER PERATURAN

KEPULAUAN RIAU I I1,bZ/ %lg

KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR t8

DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
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PETA DESA PULAU KERDAU
Kode lryilayah : 21.03.09.2006

Lampiran Peraturan Daerah
Kabupaten Natuna .

Nomor[fl Tahun 2019
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Sistem Proyeksi

Sistem Grid

Datum Horizontal

ffil
w

Tranverse l\,4ercator

Grid Geografi dan Grid Universal Transveree lllercator Zona 49N

SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
Jl. Batu Sisir - Bukit Arai, Ranai - Natuna 29783, lndonesia.
O Copyright 2018, All Rights Reserved.

KEEMNGAN

BATAS WUYAI

Gads Panh - Psal Pemdaai Kelauhn dan Lingkungan Panla

Sumber oala dan Riwayat Peh Batas Wi ayah Administresl Tahtn 2016,

Pusat Pemetaan Batas Wilay€h

Dab Digikl P€la Rupa Bumi lndonesia Skala 1 : 50.000
gadan l1'omas, Geospasral TahJl I i rnchirg 2016

' oab Cita Tegak Satelit Reso usi Tinggi. ofrhosistefiat s Tahun r 20 1 6

' Daia Cita BasemapkcGls 10.2

' Data Cita Sateli G@gle Eaffi sebagai pengdenlifibsi objek lapangan.

1. Sumberdata yang digunakan untuk mengidentjiikasi obyek yang drladikan sebagai balasdesa pada cLtra

sale it ada ah sebagai beilkut:

a. Clta Pleiades

b Cha Digila Globe

c. Crta Google (untuk kecamatan serasan dan serasan timu4

2. Sumbe. daia berupa cltra salelil harus menggunakan data cfta dari BlG, UPAN atau Pemedniah Daerah

yang dikoordnasikan dengan LAPAN. Untuksumberdaia yang belum tersedia (no 1 poin c) harus di ambil

dai BIG atau LAPAN. Jika data dasar yang dmaksud belum ie6edia, maka pemerinlah daerah hau
berkoordinasi dengan LAPAN unluk membell dab tersebul.

3. Cita Satelitdi dalam Peb keqayang ditandabnganr oleh pihak desa dan ke€matan belum dikehhui nilai

akuBsinya dikarenaken belum ada proses qcp dan oflhoraktilikasi

4 Sumber dela dalam bentuk cita satel t harus dilakukan proses pengambilan GCP drn onho€klifikasi untuk

mendapatkan citra leqak satelil resolusi ljnqgi (CTSRT).

5 oeskr psi gar s batas, penanda batas, dan lntormasi betas yang bnuang dalam beita acara depat

digunakan sebagaidasarrekoistruksigarisbaiasdi CTSRI

6 Setelah tersedia CTSRT nfomasi gar s baias, bponim, seda koordjnat yang tergambar dalam pela dan

yang tetuang dalam berita a€ra harus disesuaikan dengan cifa te6ebul (CTSRT)

7. Nllal luasan masing masig desa merupakan luasn indikatif/sementara dan harus di hitung kembali setelah

poin no6 ledak$na.
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